FORM Al

i KOP RESMI
| (Instansi / Badan Usaha)

PERMOHONAN IZIN

PEMBANGUNAN / PENEMPATAN AKSES MASUK / IN GANG
PEMBANGUNAN / PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
PEMBANGUNAN / PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI »
PEMBANGUNAN / PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUMIJA / RUMAJA "

PwODNPE

Nomor L ) e
Lampiran

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
C.g. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.l. Yogyakarta
JI. Soekarno-Hatta Km.26 Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang
di
Semarang
Perihal : PErmoRNONan [ZIin ... e e e

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama L e e
2. Jabatan et eaan
3. Kelompok Masyarakat / Organlsa5| / Badan Usaha / Badan Hukum /

Instansi Pemerintah *) PP
4. Alamat ettt
5. Nomor Telepon Perusahaan / HP ...................................................................................
6. Email (Offical) e et

dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan ..............cocoi, ™ pada
ruas jalan .................. sampai .........ooeeenen. , Kabupaten/Kota ...................... , Provinsi ...
selama ................. (min 5 tahun, max 50 tahun**).

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam

surat izin pembangunan / penempatan bangunan dan jaringan utilitas;

2. Surat Kuasa / Surat Kuasa Subtitusi untuk pengurusan permohonan izin pemanfaatan bagian-bagian
jalan nasional (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani penanggung jawab perusahaan);
Foto copy: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;

Foto copy: akte pendirian, akte perubahan terakhir, surat penunjukan pimpinan (bila diperlukan), dan
surat pengesahan Menkumham (AHU) bagi Badan Usaha / Badan Hukum;

Surat I1zin Usaha (SIUP) / Surat 1zin Operasional (Yayasan/Lembaga) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
Surat Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha / Badan Hukum / a.n. Perorangan;
Dokumen pendukung yang diminta yang menerangkan jenis kegiatan usaha Pemohon;

Perizinan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (ANDALALIN, Rekayasa LALIN, IPR, dll);

Fotocopy bukti penguasaan lahan (Surat Sewa lahan, Sertifikat, dll).

10 Pakta Integritas
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B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi . daftar Ruas Jalan berikut STA, file KMZ (Google Earth), lokasi google maps
beserta titik koordinat;

2. Rencana Teknis : gambar lokasi / peta lokasi, gambar teknis konstruksi, file DWG (AutoCAD)
dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas;

3. Perhitungan Konstruksi : perhitungan penempatan bangunan, utilitas, Iklan dan Media Informasi, file
SDB (SAP2000), file Microsoft Excel**);

4. Nilai Konstruksi . nilai pelaksanan pekerjaan (RAB / BoQ) file Microsoft Excel **);

5. Metode Pelaksanaan . standar pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditetapkan;

6. Dokumentasi eksisting : foto-foto kondisi lapangan terbaru dan saat survey lapangan.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon lzin,
Tanda tangan - Stempel

") lingkari sesuai permohonan yang dipilih
™) isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama L ettt eeeeeeeee e et eeeeeeaeeaeeeiiaeaaaaa,
2. Jabatan L ettt ettt eeee e e e eeeeeaeee e

3.

Kelompok Masyarakat / Organisasi / Badan Usaha / Badan Hukum /
Instansi Pemerintah*) P PP

4, Alamat L ettt ettt eeee e e e eeeeeaeee e

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang
Milik jalan Nasional di lOKASH ... e untuk :

Pembangunan / Penempatan Akses Masuk / In Gang »
Pembangunan / Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas »
Pembangunan / Penempatan lklan dan Media Informasi »
Pembangunan / Penempatan Bangunan di Dalam Rumija / Rumaja

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1.

Kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin
pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan
dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada
saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Menyatakan pemanfaatan bagian - bagian jalan (sewa BMN) selama minimal 5 tahun dengan usulan
besaran sewa sebesar nilai perkiraan yang dihitung oleh BBPJN Jawa Tengah — D.l. Yogyakarta yang akan
dibayar dimuka sekaligus.

Akan menjaga dan memelihara bagian — bagian jalan yang merupakan BMN untuk meminimalisir risiko
terjadinya kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,
Materai - Tanda tangan - Stempel

) pilih sesuai dengan permohonan izin.
Nb. Surat Pernyataan dibuat rangkap 2 copy



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas
nama:

Badan Hukum/
Perorangan

Lingkup/Bidang

Alamat

Sebagai Pengguna Layanan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta
(BBPIN Jawa Tengah-DI Yogyakarta) berkomitmen agar setiap personil dan para pemangku
kepentingan dan pihak terkait lainnya yang berada di bawah kendali kami untuk:

a.

Dilarang dengan tegas memberi maupun menerima suap dalam bentuk apapun;

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi anti penyuapan yang berlaku secara
menyeluruh;

Melakukan harmonisasi anti penyuapan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama yang bersih,
transparan dan berkomitmen anti penyuapan;

Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji dan mencapai tujuan anti penyuapan;
Memenuhi persyaratan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
Mendorong peningkatan kepedulian terhadap penyuapan;

Secara berkala dan berkesinambungan menyempurnakan kebijakan, tujuan dan perangkat Sistem
Manajemen Anti Penyuapan lainnya;

Bersedia mendapatkan sosialisasi dan pengarahan dari BBPJN Jawa Tengah - DI Yogyakarta
tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan lainnya;

Bersedia mematuhi kebijakan dan peraturan terkait anti penyuapan BBPIJN Jawa Tengah-DI
Yogyakarta;

Bersedia menerima sanksi dan konsekuensi atas ketidakdisiplinan terhadap kebijakan anti
penyuapan baik langsung maupun tidak langsung.

Semarang, 2024
Mengetahui,

(Jabatan)



